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ABSTRAK 

 Zakat pertanian sebagai salah satu bentuk zakat maal yang secara normatif 

diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014. Akan tetapi 

dalam praktiknya, penerapan zakat pertanian di tingkat akar rumput belum 

sepenuhnya merujuk dan sesuai dengan regulasi formal tersebut. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara ketentuan formal dalam kebijakan nisab 

zakat pertanian dengan praktik nyata yang dilakukan oleh petani di Desa Cimanggu, 

Kabupaten Sukabumi. Desa ini dipilih karena merupakan salah satu lokasi 

implementasi Program Lumbung Pangan oleh BAZNAS yang telah dianggap 

berhasil dalam melakukan pemberdayaan mustahik berbasis pertanian. Penelitian 

ini berupaya menelaah praktik zakat yang dilakukan oleh petani serta menganalisis 

relevansinya dengan kebijakan zakat yang berlaku. 

 Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan 

dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara, diskusi kelompok 

(FGD), observasi lapangan, telaah dokumen, dan dokumentasi. Informan terdiri 

atas petani mustahik binaan BAZNAS, pendamping program pemberdayaan, 

penanggung jawab program Lumbung Pangan BAZNAS. Teknik analisis data yang 

digunakan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Teori analisis William N. Dunn digunakan untuk memetakan kesenjangan 

kebijakan, mengevaluasi efektivitas regulasi formal, dan merumuskan alternatif 

perbaikan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian di Desa 

Cimanggu dijalankan secara informal, dengan berdasarkan pada nilai lokal dan 

bimbingan tokoh agama lokal dengan nisab yang tidak merujuk kepada PMA No. 

52 Tahun 2014. Diketahui juga bahwa lembaga zakat formal belum sepenuhnya 

hadir dalam proses edukasi maupun terlibat dalam pendistribusian zakat pertanian. 

Di sisi lain, Program Lumbung Pangan oleh BAZNAS telah berhasil meningkatkan 

penghasilan dan kesadaran sosial petani meskipun belum sepenuhnya mampu 

mendorong kepatuhan terhadap regulasi zakat. Oleh karena itu diperlukan 

pendekatan kebijakan yang lebih adaptif, edukatif, dan kalaboratif agar zakat 

pertanian mampu berperan lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan petani. 

Kata kunci : Zakat Pertanian, Nisab, BAZNAS, Pemberdayaan Zakat, 

Kebijakan Zakat 
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ABSTRACT 

 Agricultural zakat is a form of zakat maal that is normatively regulated in 

the Minister of Religious Affairs Regulation (PMA) Number 52 of 2014. However, 

in practice, the implementation of agricultural zakat at the grassroots level has not 

fully referred to and complied with these formal regulations. This research is 

motivated by the gap between the formal provisions in the agricultural zakat nisab 

policy and the actual practices carried out by farmers in Cimanggu Village, 

Sukabumi Regency. This village was chosen because it is one of the implementation 

locations for the Food Barn Program by BAZNAS which has been considered 

successful in empowering agricultural-based mustahik. This research seeks to 

examine the zakat practices carried out by farmers and analyze their relevance to 

the applicable zakat policy. 

 This study employed a qualitative research method with a case study 

approach. Data were collected through interviews, focus group discussions (FGDs), 

field observations, document reviews, and documentation. Informants included 

farmers assisted by BAZNAS (The National Board of Zakat), empowerment 

program facilitators, and the person in charge of the BAZNAS Food Barn program. 

Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and conclusion 

drawing. William N. Dunn's analytical theory was used to map policy gaps, evaluate 

the effectiveness of formal regulations, and formulate alternative improvements. 

 The results of the study indicate that the practice of agricultural zakat in 

Cimanggu Village is carried out informally, based on local values and guidance 

from local religious leaders with a nisab that does not refer to PMA No. 52 of 2014. 

It is also known that formal zakat institutions are not fully present in the education 

process or involved in the distribution of agricultural zakat. On the other hand, the 

Food Barn Program by BAZNAS has succeeded in increasing farmers' income and 

social awareness, although it has not been fully able to encourage compliance with 

zakat regulations. Therefore, a more adaptive, educational, and collaborative policy 

approach is needed so that agricultural zakat can play a more optimal role in 

improving farmers' welfare. 

Keywords : Agricultural Zakat, Nisab, BAZNAS, Zakat Empowerment, Zakat 

Policy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I: PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Zakat sebagai salah satu pilar dalam rukun Islam yang memiliki 

dimensi sosial dan peran strategis dalam menciptakan keadilan sosial dan 

pemerataan ekonomi1. Ia tidak hanya diartikan sebagai kewajiban ibadah 

spiritual bagi umat Muslim, namun juga sebagai instrumen keuangan dalam 

sistem ekonomi Islam yang bertujuan dalam menaggulangi kemiskinan dan 

memberdayakan kelompok masyarakat yang rentan. Senada dengan hal 

tersebut, zakat mampu menciptakan multiplier effect dalam meningkatkan 

kemampuan daya beli dan pendapatan pada kelompok masyarakat yang tidak 

mampu2.  

 Sebagai negara yang memiliki karakteristik agraris, masyarakat 

Indonesia menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan penopang ekonomi 

primer yang menjadi sumber mata pencarian utamanya3. Sampai dengan saat 

ini, profesi petani menjadi preferensi bagi mayoritas masyarakat di wilayah 

 
1 Dyah Citra Resmi Pitaloka and Sri Abidah Suryaningsih, “Analisis Praktik Pelaksanaan 

Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan),” Jurnal Ekonomika Dan 

Bisnis Islam 5, no. 3 (2022): 65–77. 
2 Anti Wulan Agustini, “Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Syariah,” Tazkiyya: Jurnal 

Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan 18, no. 2 (Desember 2017): 159–74. 
3 M. Jepri Pratama Rambe, Muhammad Arif, and Juliana Nasution, “Analisis Kesadaran 

Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pasar 

Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara),” Jurnal Manajemen Akuntansi 

(JUMSI) 2, no. 4 (2022): 1038–47. 



2 

 

 

 

pedesaan, sehingga sektor pertanian memegang peranan strategis dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional4. 

 Sejalan dengan hal tersebut, sektor pertanian turut merepresentasikan 

potensi substansial dalam kaitannya dengan penerimaan zakat, terutama saat 

musim panen raya. Pada saat para petani menunaikan kewajiban zakat atas 

hasil pertaniannya, proyeksi penerimaan zakat dari sektor ini tentu akan 

meningkat. Hal ini karena dalam ajaran Islam, hasil pertanian merupakan salah 

satu sektor usaha yang apabila telah memenuhi syarat tertentu maka wajib 

ditunaikan zakatnya. Oleh karena itu pengelolaan zakat yang efektif memiliki 

potensi besar dalam membantu pemerintah guna mengurangi ketimpangan 

sosial dan mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan5.   

 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah mengatur tata 

cara pelaksanaan zakat dalam berbagai peraturan, salah satunya melalui 

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan 

Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pedayagunaan Zakat 

untuk Usaha Produktif. Melalui regulasi ini tata kelola zakat diformulasikan 

secara rinci, termasuk dengan metode perhitungan zakat dan tata cara 

penyalurannya6. Ruang lingkup regulasi ini memainkan peran penting dalam 

 
4 Septiana Indriani Kusumaningrum, “Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang 

Pertumbuhan Perekonomian Indonesia,” Transaksi 11, no. 1 (August 21, 2019): 80–89. 
5 Deasy Silvya Sari and Zaenal Muttaqin, “Zakat Dan Keamanan Ekonomi Negara Dalam 

Hubungan Internasional,” Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam 2, no. 1 (2019): 22–29, 

https://doi.org/10.24198/masy%20filantropi.v2i1. 
6 Sandy Perdana Lilirano, Rusdin Rusdin, and Malkan Malkan, “Tata Cara Penyaluran Zakat 

Produktif Di Baznas Kota Palu Studi Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 
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mengatur syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh petani mulai dari 

penentuan nisab, kadar, hingga waktu yang tepat untuk menunaikan zakat 

pertanian. Nisab atau ambang batas hasil pertanian diatur jelas dalam aturan 

tersebut, yaitu sebesar 653 kilo gram gabah. Sedangkan besaran atau kadar 

zakat pertanian yang ditetapkan dalam regulasi ini menyesuaikan pada metode 

irigasi yang digunakan oleh petani, dengan kadar 5% atau 10% dari total hasil 

panen. Regulasi ini memastikan bahwa setiap zakat yang terkumpul dari sektor 

pertanian dapat dikelola dan disalurkan untuk memberikan dampak positif bagi 

kesejahteraan masyarakat terutama untuk kelompok tidak mampu.  

 Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa perilaku petani 

dalam menunaikan zakat pertanian di berbagai daerah belum sepenuhnya 

sesuai dengan ketentuan yang ada pada regulasi. Studi yang dilakukan oleh 

Arifuzzaki7 di wilayah Jawa Timur mengungkap bahwa petani menunaikan 

zakat pertanian berdasarkan takaran yang mereka anggap cukup tanpa 

mempertimbangkan regulasi yang ada. Penelitian serupa juga dikemukakan 

oleh Rambe8 di wilayah Sumatera Utara, bahwa petani mengalami kendala 

dalam menunaikan zakat dikarenakan lahan pertanian yang mereka miliki tidak 

 

Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif,” Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu 

Di Era Society (KIIIES) 5.0 1, no. 1 (2022): 439–42. 
7 Mohammad Fangkihni Arifuzzaki, Afifudin Afifudin, and Siti Aminah Anwar, “Analisis 

Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian,” Jurnal Warta Ekonomi 7, no. 02 

(November 2024): 02, https://jim.unisma.ac.id/index.php/jwe/article/view/26213. 
8 M. Jepri Pratama Rambe, Muhammad Arif, and Juliana Nasution, “Analisis Kesadaran 

Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pasar 

Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara),” Jurnal Manajemen Akuntansi 

(JUMSI) 2, no. 4 (2022): 1038–47. 
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terlalu luas namun dalam perawatannya membutuhkan tidak sedikit biaya yang 

dikeluarkan serta memiliki kebutuhan hidup yang tinggi jika dibandingkan 

dengan penghasilan yang mereka peroleh. Kondisi seperti ini semakin 

diperburuk ketika harga komoditas pertanian rendah, hasil panen gagal9, atau 

biaya produksi yang meningkat10. Dalam hal ini, kewajiban zakat sangat 

mungkin dipandang sebagai beban tambahan yang sulit dipenuhi secara ideal. 

 Dalam merespon atas tantangan yang dihadapi tersebut, Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai institusi pemerintah yang diamanatkan 

melalui Undang-Undang untuk mengelola zakat secara nasional turut 

mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan petani melalui 

program-program pendayagunaan zakat. Salah satu program BAZNAS yang 

berfokus pada pendayagunaan ekonomi mustahik pedesaan di bidang pertanian 

melalui pendekatan agribisnis berkelanjutan adalah Program Lumbung 

Pangan. Program ini tersebar di enam provinsi di Indonesia dan mencangkup 

bantuan mulai dari pelatihan, penyediaan kebutuhan dasar petani, hingga 

pemasaran atas hasil pertanian. Salah satu lokasi keberhasilan atas 

implementasi program ini berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 

Dalam membantu meningkatkan produktivitas petani, BAZNAS juga 

melakukan pendampingan termasuk dalam hal keagamaan. Harapannya petani 

 
9 Desy Setiawati, “Factors That Affect Grain Quality In Indonesia,” Jurnal Ekonomi Pertanian 

Dan Agribisnis (JEPA) 4, no. 4 (2020): 783–93, https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2020.004.04.08. 
10 Ratna Rizki Amalia et al., SKGB 2018 Konversi Gabah Ke Beras (Jakarta: PT Citra Mawana 

Patamaro, 2018). 
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tidak hanya dapat mandiri secara ekonomi, namun juga memiliki pemahaman 

yang lebih baik atas kewajiban berzakat sesuai dengan regulasi yang berlaku, 

termasuk dalam hal ini perhitungan nisab dan kadar zakat pertanian. 

 Namun demikian, regulasi telah ditetapkan melalui PMA Nomor 52 

Tahun 2014 dan BAZNAS juga telah menjalankan berbagai program 

pendayagunaan kepada petani seperti Program Lumbung Pangan. Namun di 

sisi lain, temuan dari berbagai peneliti sebelumnya menunjukkan masih adanya 

kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan kondisi sosial-ekonomi petani 

di lapangan. Oleh karena itu, keberadaan regulasi dan intervensi program dari 

BAZNAS perlu dikaji lebih lanjut, utamanya dalam hal efektivitas dan 

relevansinya terhadap praktik nyata petani dalam menunaikan zakat pertanian. 

 Penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

sebenarnya praktik zakat pertanian yang dijalankan petani dan sejauh mana 

relevansi praktik tersebut dengan regulasi yang berlaku. Hal ini menjadi lebih 

menarik karena petani yang diteliti adalah mereka yang telah menerima 

bantuan dan pendampingan oleh BAZNAS, terlebih pada lokasi yang dianggap 

bahwa program pemberdayaan ini telah berhasil. Secara teori petani yang 

berada dalam program ini dianggap telah memiliki kemampuan pemahaman 

dan ekonomi yang lebih baik, serta diharapkan dapat memberikan gambaran 

nyata mengenai efektivitas kebijakan nisab zakat pertanian yang berlaku saat 

ini, hingga dapat  menjadi masukan yang konstruktif bagi pemangku kebijakan 



6 

 

 

 

agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi petani di berbagai 

daerah. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membatasi pembahasan 

dan penelitian pada dua pertanyaan penelitian, yakni: 

1. Bagaimana praktik petani penerima Program Lumbung Pangan BAZNAS 

dalam menunaikan zakat pertanian di Desa Cimanggu, Jawa Barat? 

2. Bagaimana relevansi praktik petani dalam menunaikan zakat pertanian 

dengan ketentuan dan aturan teknis dalam PMA Nomor 52 Tahun 2014? 

C. Tujuan dan Signifinkasi Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana praktik petani di 

lapangan dalam menunaikan zakat pertanian, khususnya dalam aspek 

pemahaman terhadap nisab, perhitungan, waktu pelaksanaan, serta bagaimana 

hal tersebut berkaitan dengan kondisi kehidupan sosial dan ekonomi petani 

sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh 

mana praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani relevan dan sesuai 

dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 

2014, khususnya pada petani yang telah mendapatkan intervensi melalui 

program pendayagunaan zakat oleh BAZNAS. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan tidak hanya mampu menggambarkan pelaksanaan zakat dari sisi 

normatif dan teknis saja, namun juga melihat keterkaitan antara kebijakan zakat 
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dan realitas kehidupan petani yang penuh tantangan dalam aspek produksi, 

penghasilan, dan pemehuhan kebutuhan hidup. 

 Dalam hal akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam 

pengembangan kajian hukum zakat dan kebijakan publik. Dengan mengaitkan 

antara regulasi zakat formal dengan kehidupan nyata petani sebagai subjek 

utama dalam sektor pertanian, penelitian ini memperkaya wacana ilmiah 

tentang konteks aplikasi zakat pertanian di lapangan. Disamping itu, temuan 

atas penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi masukan konstriktif bagi 

para pemangku kebijakan agar regulasi zakat, khususnya zakat pertanian, dapat 

lebih adaptif dan responsif dengan kondisi sosial-ekonomi petani, juga 

mendorong efektivitas program pendayagunaan zakat yang selama ini 

dijalankan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

D. Tinjauan Pustaka 

 Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas seputar tema zakat 

pertanian telah banyak dilakukan dan menunjukkan adanya beragam fokus 

yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga besar tema, yakni: 

1. Tingkat kesejahteraan hidup petani; 

2. Perilaku petani dalam menunaikan zakat; dan 

3. Pemahaman serta kesadaran petani terhadap kewajiban zakat pertanian.  
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 Pertama, penelitian yang berfokus pada tingkat kesejahteraan petani 

dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini dilakukan oleh Rambe, Arif dan 

Nasution pada tahun tahun 2022 dengan judul “Analisis Kesadaran 

Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus 

Petani di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang 

Lawas Utara)”. Penelitian ini dilalukan karena masih rendahnya tingkat 

kesadaran masyarakat di Desa Pasar Sayur Matinggi dalam mengeluarkan 

zakar pertanian. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa petani 

mengalami kendala dalam membayar zakat pertanian karena lahan pertanian 

yang tidak terlalu luas namun memiliki kebutuhan hidup yang tinggi, seperti 

biaya pendidikan anak, biaya pengobatan ketika sakit, biaya perawatan lahan, 

dan biaya tak terduga lainnya11. Senada dengan hal ini, Yacoub dan 

Mutiaradina pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisi 

Kesejahteraan Perani dan Kemiskinan Pedesaan di Indonesia” menyatakan 

bahwa dua pertiga orang miskin hidup dari pertanian yang ditanam untuk diri 

mereka sendiri dan keluarga di sebidang tanah yang kecil12. 

 Kedua, penelitian yang berfokus pada perilaku petani dalam 

menunaikan zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka dan Suryaningsih 

yang berjudul “Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian 

 
11 Rambe, Arif, and Nasution, “Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran 

Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon 

Kab. Padang Lawas Utara).” 
12 Yarlina Yacoub and Hana Mutiaradina, “Analisis Kesejahteraan Petani Dan Kemiskinan 

Perdesaan Di Indonesia,” Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi 

Pembangunan 2020, 2020, 92–102. 
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(Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan)” tahun 2022. Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif 

deskriptif. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan pembayaran zakat 

pertanian. Berdasarkan temuan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa saat petani mendapati musim panen raya tiba, mereka merasa cukup 

dengan memberikan sebagian hasil panen kepada orang-orang terdekat seperti 

saudara dan tetangga sebagai bentuk dari rasa syukur mereka, bukan diberikan 

kepada lembaga pengelola zakat atau kelompok masyarakat yang berhak 

menerima zakat13. Sependapat dengan pernyataan tersebut, Muhubbudin dan 

Saputra dengan penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Terhadap 

Zakat Pertanian Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun” pada tahun 2022 menyatakan bahwa para petani berkeinginan untuk 

menunaikan zakat pertanian, namun dalam praktiknya mereka menggunakan 

metode shadaqah, yakni dengan menyisihkan sebagian kecil dari hasil panen 

mereka tanpa memperhatikan besaran nilainya14. 

 Ketiga, penelitian yang berfokus pada pemahaman serta kesadaran 

petani terhadap kewajiban zakat pertanian. Penelitian yang dilakukan oleh 

Affan dan Maisyaroh pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis Pelaksanaan 

Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam” mengemukakan bahwa petani 

 
13 Dyah Citra Resmi Pitaloka and Sri Abidah Suryaningsih, “Analisis Praktik Pelaksanaan 

Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan),” Jurnal Ekonomika Dan 

Bisnis Islam 5, no. 3 (2022): 65–77. 
14 Muhammad Muhibbuddin and Wahyu Saputra, “Tinjauan Sosiologi Terhadap Zakat Pertanian 

Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun,” Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & 

Family Studies 4, no. 2 (2022): 2, https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i2.5498. 
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telah membayar zakat pertanian, namun dalam praktiknya zakat yang 

dikeluarkan tidak sesuai dengan nisab dan kadar zakat pertanian15. Senada 

dengan temuan tersebut, Silviana pada tahun 2023 dalam penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan 

Implementasinya di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun” menyatakan 

bahwa setelah melakukan panen, petani hanya mengeluarkan sebagian kecil 

dari hasil mereka untuk dibagikan, hal ini dipengaruhi oleh tingkat kesadaran 

petani yang minim mengenai zakat hasil pertanian16. Penelitian yang dilakukan 

oleh Zumrotun pada tahun 2016 pun tentang “Peluang, Tantangan, dan 

Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat” dirasa masih berkaitan 

dengan hasil temuan sebelumnya. Peneliti tersebut menyatakan bahwa 

kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih sangat minim, bahkan 

dibenak sebagian umat Muslim zakat hanya wajib dibayarkan pada saat bulan 

Ramadhan saja17. 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah diklasifikasikan menjadi 

tiga besar tema yang membahas seputar zakat pertanian, maka penelitian ini 

akan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, penelitian ini 

 
15 Moh Sa’i Affan, “Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam,” An-

Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer 5, no. 1 (2023): 1–24. 
16 Yosi Silviana, Addiarrahman Addiarrahman, and Efni Anita, “Analisis Pemahaman Petani 

Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Sungai Abang Kabupaten 

Sarolangun,” Jurnal Publikasi Manajemen Informatika 2, no. 1 (2023): 1, 

https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i1.686. 
17 Siti Zumrotun, “Peluang, Tantangan, Dan Stategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Umat,” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 1 (January 2016): 1, 

https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2899. 
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memiliki fokus pembahasan yang berbeda yakni berupaya untuk 

menggabungkan ketiga tema tersebut dalam satu kerangka analisis yang lebih 

utuh. Penelitian ini tidak hanya memotret praktik zakat yang dilakukan oleh 

petani, tetapi juga menempatkannya dalam konteks kebijakan formal, yaitu 

PMA Nomor 52 tahun 2014, dan melihat realitas praktik tersebut berintegrasi 

dengan kondisi sosial-ekonomi petani dalam kehidupan sehari-hari. Distingsi 

utama dari penelitian ini terletak pada evaluasi terhadap efektivitas kebijakan 

nisab zakat pertanian dalam kaitannya dengan kehidupan petani, sekaligus 

memperhitungkan adanya intervensi program pendayagunaan zakat dari 

BAZNAS, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan 

demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi celah kajian yang belum 

banyak disentuh.  

E. Kerangka Teoritis 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan teori analisis kebijakan publik 

yang dikembangkan oleh William N. Dunn sebagai teori utama dalam 

mengkaji efektivitas dan relevansi kebijakan nisab zakat pertanian 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 

2014. Analisis kebijakan menurut Dunn merupakan suatu bentuk analisis yang 

menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat 

memberi rekomendasi kepada para pembuat kebijakan dalam membuat 
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keputusan18. Dalam konteks ini, kebijakan zakat khususnya pada zakat 

pertanian dipandang sebagai suatu bentuk intervensi negara yang perlu diuji 

efektivitasnya melalui pemahaman terhadap bagaimana kebijakan tersebut 

diterima dan dijalankan oleh masyarakat, khususnya petani sebagai subjek 

langsung dari kebijakan tersebut. 

 Menurut William Dunn19, proses analisis kebijakan dapat dibagi 

menjadi beberapa tahapan sistematis untuk memastikan bahwa kebijakan yang 

dihasilkan dapat mengatasi permasalahan yang terdapat di publik secara efektif 

dan efisien. 

1. Perumusan Masalah (Problem Structuring) 

Dalam tahap ini problem structuring dilakukan untuk mengidentifikasi 

adanya kesenjangan antara regulasi yang mengatur perihal nisab zakat 

pertanian dengan praktik yang dilakukan oleh petani di lapangan. 

Diantaranya mencangkup perbedaan dalam cara pandang terhadap 

konsep zakat, pelaksanaannya, serta keterbatasan pemahaman yang 

dimiliki petani terhadap ketentuan formal zakat yang diatur oleh negara; 

2. Peramalan (Forecasting) 

Forecasting bertujuan agar dapat memperkirakan dampak dari 

pemberlakuan kebijakan nisab zakat terhadap perilaku petani dalam 

 
18 William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2003). 
19 William N. Dunn, Public Policy Analysis_ An Integrated Approach, Sixth Edition (Routledge, 

Taylor & Francis Group, 2018). 
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jangka panjang, termasuk sejauh mana kebijakan tersebut dapat 

meningkatkan kepatuhan atau justru menjadi beban baru bagi petani 

yang kondisi sosial-ekonominya dalam keterbatasan; 

3. Rekomendasi Kebijakan (Prescription) 

Pada tahap ini penelitian akan mencoba menyusun rekomendasi 

berbasis data empiris yang diperoleh dari wawancara dan observasi 

lapangan, agar dapat memberikan masukan kebijakan yang lebih 

kontekstual dan adaptif; 

4. Pemantauan (Monitoring) 

Monitoring digunakan untuk dapat melihat sejauh mana kebijakan zakat 

pertanian telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi, baik oleh petani 

ataupun oleh lembaga yang pengelola zakat seperti BAZNAS; dan 

5. Evaluasi (Evaluation) 

Tahap ini dilaksanakan untuk menilai efektivitas dan kesesuaian 

kebijakan nisab zakat pertanian dengan kondisi kehidupan petani, 

utamanya dalam aspek kesejahteraan dan penghasilan yang mereka 

peroleh. Hal ini berguna agar dapat mencari solusi kebijakan yang tidak 

hanya memenuhi standar hukum Islam dan regulasi formal, namun juga 

mampu menjawab tantangan nyata yang dihadapi oleh petani dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Gambar 1 Kerangka Analisis Kebijakan (Policy Analysisi Quadrant) 

 William N. Dunn membagi proses analisis kebijakan ke dalam empat 

kuadran utama yang digerakkan oleh satu komponen utama, yaitu problem 

structuring. Hal ini mengartikan bahwa sebelum kebijakan dinilai, masalah 

utama yang akan diselesaikan oleh kebijakan tersebut harus terlebih dahulu 

dipahami secara mendalam. Dalam konteks penelitian ini, pemodelan masalah 

dilakukan dengan menggali kesenjangan antara ketentuan nisab zakat pertanian 

dalam PMA Nomor 52 Tahun 2014 dan kondisi nyata petani dalam 

menunaikan zakatnya. 

 Dari sisi retrospektif, terdapat dua proses penting, yakni monitoring 

dan evaluasi. Monitoring digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan nisab 

zakat pertanian telah diterapkan di lapangan, salah satunya adalah sejauh mana 
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petani mengetahui, memahami, dan menjalankan ketentuan zakat pertanian. 

Sementara evaluasi bertujuan menilai apakah kebijakan tersebut telah efektif 

dalam mencapai tujuannya, misalnya dalam meningkatkan kepatuhan zakat 

atau mendukung kesejahteraan petani. 

 Dari sisi prospektif, terdapat dua tahapan, yakni forecasting dan 

prescription. Forecasting digunakan untuk memprediksi dampak kebijakan 

apabila diterapkan dalam bentuk saat ini, tanpa mempertimbangkan realitas 

sosial-ekonomi petani yang beragam. Misalnya, jika nisab zakat tetap 

menggunakan ukuran 653 kilo gram gabah, apakah petani akan patuh atau 

enggan menunaikan zakat secara formal? Tahapan prescription, merupakan 

tahapan dalam merumuskan alternatif solusi atau perbaikan kebijakan 

berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan. Dalam hal ini, 

dapat berupa rekomendasi kebijakan agar dapat mempertimbangkan 

pendekatan lokalitas atau daya dukung ekonomi petani. 

 Dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan Dunn, penelitian ini 

diharapkan tidak hanya menggambarkan kondisi empirik petani dalam 

menunaikan zakat, akan tetapi juga mampu menawarkan evaluasi kritis 

terhadap efektivitas kebijakan nisab zakat, serta membuka ruang formulasi 

kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas petani. Pendekatan ini 

memungkinkan penelitian ini berkontribusi secara praktis sebagai masukan 

bagi pemangku kebijakan, maupun secara akademik dengan menguatkan 

literatur mengenai implementas kebijakan zakat dalam konteks agraria. 
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 Secara singkat dalam konteks penelitian kebijakan nisab zakat 

pertanian, model yang dikemukakan oleh Dunn dapat digunakan sebagai 

berikut: 

No. Tahapan Relevansi 

1. Problem Structuring Menyusun dan merumuskan masalah utama. 

Apakah kebijakan nisab sesuai dengan 

realitas petani? 

2. Monitoring Mengumpulkan data praktik petani dalam 

menunaikan zakat, termasuk wawasan dari 

program pemberdayaan BAZNAS. 

3. Evaluation Menilai sejauh mana kebijakan nisab dalam 

PMA 52 Tahun 2014 efektif di lapangan. 

4. Forecasting Menganalisis dampak jangka panjang bila 

regulasi tidak disesuaikan dengan realitas 

sosial. 

5. Prescription Memberikan saran terhadap perumusan 

kebijakan berdasarkan hasil temuan. 

Tabel 1 Relevansi Teoritis 

F. Metode Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk 

dapat memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan 

praktik zakat pertanian dalam kehidupan petani serta relevansinya dengan 
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kebijakan nisab zakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 

Nomor 52 Tahun 2014. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai dapat 

menggali realitas sosial yang kompleks, dinamis, dan dipengaruhi oleh nilai, 

budaya, dan pemahaman individu atau kelompok masyrakat. Diharapkan 

dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang 

utuh dan kontekstual mengenai bagaimana petani menafsirkan kewajiban 

zakat, termasuk hal-hal yang mempengaruhi perilaku mereka dalam 

menunaikan zakat. 

 Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini merupakan 

pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami 

praktik zakat pertanian dalam konteks kehidupan sosial petani, termasuk 

struktur sosial dan interaksi mereka dengan lembaga pengelola zakat seperti 

BAZNAS. Selain itu pendekatan ini digunakan untuk melihat pengalaman 

subjektif dan persepsi petani terhadap kebijakan nisab zakat pertanian. 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua 

jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder: 

1. Data primer diperoleh secara langsung dari para petani hingga 

pengelola zakat yang terkait dengan implementasi program zakat 

pertanian dalam hal ini BAZNAS. Pengumpulan data primer dilakukan 

dengan wawancara, diskusi kelompok (FGD) dan observasi. 

Wawancara dan FGD digunakan untuk menggali pemahaman, 

pengalaman, serta dinamika kolektif dan pola interaksi sosial petani 
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mengenai zakat pertanian. Wawancara dilakukan kepada para para 

petani mustahik binaan BAZNAS, pendamping kelompok petani, dan 

amil yang bertanggungjawab atas Program Lumbung Pangan 

Sedangkan observasi digunakan untuk mencatat perilaku petani dalam 

kegiatan pertanian dan interaksi sosial yang berkaitan dengan 

pelaksanaan zakat. Observasi langsung  dilakukan di Sukabumi, Jawa 

Barat. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari Divisi Program 

Ekonomi Pedesaan, Direktorat Pendayagunaan dan Layanan UPZ dan 

CSR BAZNAS, lokasi ini dinilai sebagai lokasi program lumbung 

pangan yang paling berhasil di antara lokasi program pada provinsi 

lainya; 

2. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen 

(salinan) regulasi, laporan program dari BAZNAS, serta hasil-hasil 

penelitian sebelumnya yang relevan. Data ini digunakan untuk 

memperkuat analisis dan membandingkan temuan lapangan dengan 

data yang telah tersedia secara formal. 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan 

yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Pada proses ini dilakukan dengan pemilahan, pemilihan, dan 

penyederhanaan data mentah dari wawancara dan observasi. Reduksi 
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data bertujuan agar dapat memfokuskan perhatian pada informasi yang 

relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian; 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi 

deskriptif, matriks, kutipan wawancara, atau catatan lapangan, untuk 

mempermudah peneliti dalam menafsirkan pola-pola yang muncul dan 

menghubungkannya dengan teori yang digunakan; dan 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and 

Verification) 

Dalam tahap ini, peneliti menarik kesimpulan sementara berdasarkan 

pola-pola yang ditemukan dalam data. Selanjutnya, dilakukan verifikasi 

untuk menguji konsistensi dan validitas temuan dengan cara triangulasi 

data, diskusi dengan informan tambahan, atau juga dengan 

membandingkan dengan data sekunder. 

 

Komponen Uraian 

Jenis Penelitian Kualitatif 

Pendekatan Sosiologis 

Menganalisis struktur sosial petani dan pengalaman 

subjektif mereka dalam zakat pertanian 
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Sumber Data a. Primer: wawancara dan observasi terhadap 

petani dan amil pelaksana program 

pemeberdayaan BAZNAS; 

b. Sekunder: Salinan dokumen regulasi, laporan 

program, dan hasil penelitian. 

Teknik Pengumpulan 

Data 

a. Wawancara: 

1) Amil penanggung jawab Program 

Lumbung Pangan, Direktorat 

Pendayagunaan dan Layanan UPZ dan 

CSR, BAZNAS; 

2) Pendamping Program Lumbung Pangan; 

dan 

3) Kelompok petani mustahik binaan 

BAZNAS. 

b. Observasi lapangan: bulan Mei 2025 

c. Telaah dokumen: 

1) Salinan PMA No. 52 Tahun 2014; dan 

2) Laporan-laporan Program Lumbung 

Pangan BAZNAS. 

Teknik Analisis Data a. Reduksi data 

b. Penyajian data 
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c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

(triangulasi data) 

Lokasi Penelitian Titik program pemberdayaan BAZNAS – Program 

Lumbung Pangan di Kabupaten Sukabumi, Jawa 

Barat. 

Waktu Penelitian Mei 2025 

Tabel 2 Ringkasan Metode Penelitian 

G. Sistematika penulisan  

 Untuk menggambarkan isi penelitian ini, maka peneliti menyusun 

sistematika pembahasan agar dapat memberikan arah dan struktur berpikir 

yang logis, runut, dan sistematis dalam menguraikan aspek kajian yang 

dibahas. Tiap bab disusun dengan mempertimbangkan alur ilmiah yang 

dimulai dari hal bersifat konseptual dan teoritik hingga pada analisis dan 

kesimpulan hasil penelitian di lapangan. Adapun sistematika pembahasan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Bab pertama berisikan hal-hal mendasar yang menjadi landasan awal 

penelitian. Pada bagian ini diawali dengan membahas latar belakang yang 

menguraikan konteks pentingnya penelitian ini dilakukan, utamanya terkait 

dengan kesenjangan antara praktik zakat pertanian di lapangan dan regulasi 

yang berlaku. Selanjutnya berisi tentang rumusan masalah yang memfokuskan 

arah penelitian pada dua hal utama, yakni praktik zakat pertanian dan 
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relevansinya dengan kebijakan yang berlaku. Kemudian tujuan dan 

signifikansi penelitian yang dijabarkan untuk menunjukkan apa yang ingin 

dicapai melalui penelitian ini dan kontribusinya dalam aspek akademik dan 

praktis. Berikutnya adalah tinjauan pustaka yang disusun untuk 

mengidentifikasi posisi penelitian ini dalam penelitian-penelitian terdahulu, 

sekaligus menunjukkan adanya celah atau distingsi. Kemudian kerangka teori 

yang memberikan dasar teoritis dalam menganalisis data, yakni dengan 

menggunakan teori analisis kebijakan William N. Dunn. Terakhir adalah 

metode penelitian yang dijabarkan secara terperinci sebagai langkah sistematis 

dalam pengumpulan dan analisis data. 

 Bab kedua membahas secara khusus mengenai lokus penelitian, yakni 

lokasi petani yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini. Bahasan ini 

menjadi penting agar dapat memberi gambaran nyata tentang kondisi sosial-

ekonomi petani, latar belakang budaya, praktik keagamaan lokal dan kerangak 

regulasi zakat pertanian dalam hal ini PMA Nomor 52 Tahun 2014. Konteks 

lokal ini menjadi penting karena mempengaruhi cara petani dalam memahami 

dan menjalankan kewajiban berzakat, serta menjadi pijakan dalam menganalisa 

efektivitas kebijakan yang berlaku. 

 Bab ketiga membahas tentang temuan data lapangan secara deskriptif. 

Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema utama seperti praktik 

pembayaran zakat pertanian, persepsi terhadap nisab zakat, pengaruh 

intervensi program pemberdayaan BAZNAS, dan kondisi sosial-ekonomi 
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petani. Penyajian data dalam bab ini berfungsi sebagai landasan empiris untuk 

dianalisa pada bab selanjutnya. 

 Bab keempat membahas inti dari proses analisis kualitatif, di mana data 

lapangan diinterpretasikan melalui kerangka teori yang telah ditentukan, yakni 

dengan teori analisi kebijakan oleh William N. Dunn. Analisis dilakukan 

dengan melihat struktur masalah, mengevaluasi kebijakan nisab zakat 

pertanian dalam konteks nyata, dan membandingkan antara praktik petani dan 

ketentuan PMA Nomor 52 Tahun 2014. Bab ini berfungsi untuk menjawab 

rumusan masalah dan menarik pemaknaan ilmiah dari temuan di lapangan. 

 Bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum hasil 

temuan utama dan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Kemudian saran diberikan sebagai implikasi dari hasil penelitian, 

baik kepada perumus kebijakan zakat, BAZNAS sebagai pengelola zakat, 

maupun bagi penelitian lanjutan di masa mendatang. Bab ini juga  menegaskan 

kemabali pentingnya meninjau kebijakan zakat pertanian agar lebih 

kontekstual dan responsif terhadap realitas kehidupan petani. 
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BAB V 

PENUTUP 

BAB V: PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, 

diskusi kelompok (FGD), observasi lapangan, dan dokumentasi, dapat 

disimpulkan bahwa praktik zakat pertanian yang berjalan di lapangan 

menunjukkan terdapat kesenjangan yang signifikan antara regulasi formal 

dengan realitas sosial yang dihadapi petani. 

 Pertama, praktik zakat pertanian oleh masyarakat petani di Desa 

Cimanggu cenderung menggunakan pendekatan berbasis nilai lokal dan tradisi. 

Secara umum masyarakat petani menunaikan zakat dalam bentuk gabah panen 

sebesar 10% dan ditunaikan berdasarkan persepsi kecukupan hasil panen yakni 

berkisar satu ton, tanpa melalui perhitungan formal nisab zakat pertanian 

sebesar 653 kg gabah. Adapun penyalurannya dilakukan secara informal 

melalui tokoh agam lokal yang mereka percaya sebagai otoritas moral dan 

sosial dalam komunitas masyarakat. Zakat hanya dipandang sebagai kewajiban 

spiritual, tanpa ada unsur legal-formal. 

 Kedua, dalam aspek relevansi regulasi PMA No. 52 Tahun 2014 

ditemukan bahwa mayoritas masyarakat petani tidak mengetahui keberadaan 

regulasi tersebut. Edukasi tentang zakat pertanian belum menjadi prioritas 

dalam program pendayagunaan zakat di tingkat desa. Lembaga pengelola zakat 
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formal seperti BAZNAS belum mampu menjalankan perannya secara optimal 

dalam fungsi edukasi dan monitoring pelaksanaan zakat pada kelompok 

mustahik yang dibina. Fenomena ini mengakibatkan pelaksanaan zakat 

cenderung bersifat tradisional dan tidak terdokumentasi dalam hal administratif 

yang membuat lemahnya akuntabilitas dan perencanaan jangka panjang. 

 Perlu diketahui, meskipun fenomena tersebut terjadi namun semangat 

berzakat tetap hidup dan menjadi bagian penting dalam praktik sosial 

keagamaan petani. Kesadaran kolektif masyarakat petani masih tetap tumbuh, 

bahkan di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian hasil panen. Potensi ini 

menjadi penting bagi penguatan gerakan zakat kedepan jika mampu direspon 

dengan pendekatan yang lebih komunikatif, partisipatif, dan berbasis lokalitas. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat 

beberapa saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak terkait dalam 

pengembangan kebijakan dan praktik zakat pertanian, khususnya dalam 

konteks pemberdayaan mustahik petani: 

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan (Kementerian Agama dan 

BAZNAS). Perlunya melakukan kajian ulang terhadap kebijakan zakat 

pertanian dalam PMA No. 52 Tahun 2014, khususnya pada poin 

pembahasan penetapan nisab zakat. Ketentuan nisab sebesar 653 kg 

gabah dirasa perlu disesuaikan dengan konteks produksi petani kecil di 

pedesaan. Peninjauan kembali kebijakan tersebut perlu 
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mempertimbangkan data empirik dari lapangan yang disertai dengan 

kondisi sosial-ekonomi petani mustahik yang masih rentan. Di sisi lain, 

pendekatan edukasi zakat dapat lebih dikembangkan secara kontekstual 

dan komunikatif melalui integrasi tokoh agama lokal sebagai 

penghubung antara regulasi formal dan nilai-nilai yang hidup di tengah 

masyarakat 

2. Bagi Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS). Lembaga zakat perlu 

memperhitungkan kedudukan tokoh agama lokal dalam fungsi edukasi 

dan monitoring pelaksanaan zakat. Penyusunan program sosialisasi-

edukasi zakat tidak cukup dengan penyebaran informasi yang sifatnya 

hanya satu arah, diperlukan pendekatan partisipatif dengan 

memperhatikan tradisi lokal dan jaringan sosial masyarakat. Program 

Lumbung Pangan sebaiknya tidak hanya berfokus pada peningkatan 

produksi dan ekonomi mustahik saja, melainkan juga secara bertahap 

membentuk kesadaran formal terhadap praktik zakat yang terukur dan 

akuntabel. 

3. Bagi Tokoh Agama dan Komunitas Lokal. Pada posisi ini tokoh agama 

lokal memiliki peran sentral dalam membentuk pemahaman 

masyarakat sekaligus berperan dalam distribusi zakat, oleh karena itu 

perlu didorong agar dapat menjadi bagian dari jejaring edukasi dan 

pelaporan zakat bersama lembaga zakat formal. Dibutuhkan pelatihan 

dan peningkatan kapasitas mereka agar memiliki kemampuan dalam 
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meyampaikan pemahaman zakat secara utuh (baik dari segi fiqih 

maupun regulasi formal negara). Dengan demikian, tokoh agama lokal 

dapat menjadi mitra strategis dalam menyinergikan zakat sebagai 

kewajiban beragaman dan instrumen kebijakan publik. 

4. Bagi PIC Kelompok Tani dan Kelompok Tani. Kelembagaan petani 

harus lebih diberdayakan agar dapat memfasilitasi pelaporan dan 

pencatatan zakat secara kolektif. Dengan adanya pendekatan ini 

transparansi pengelolaan dapat meningkat, pendataan mustahik dapat 

lebih terorganisir, serta memperkuat ketahanan ekonomi petani.  

5. Untuk Penelitian Selanjutnya. Perlu dilakukan studi lanjutan dengan 

cakupan yang lebih luas terkait dengan kebijakan zakat pertanian. 

Keterbatasan cakupan geografis, penelitian yang terbatas pada satu 

program binaan, serta kajian interdisipliner dengan pendekatan 

ekonomi syariah atau hukum agraria dapat memperkuat kebijakan zakat 

produktif. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pijakan awal 

untuk kajian-kajian yang dapat menjadi masukan bagi para pemangku 

kepentingan dalam mengembangkan tata kelola zakat nasional yang 

adil, kontekstual, dan berkelanjutan. 

 Melalui analisis yang telah disampaikan, bab ini menegaskan bahwa 

ketentuan formal kebijakan zakat dalam PMA No. 52 Tahun 2014 perlu 

dilakukan peninjauan ulang agar mampu responsif dalam menjawab fenomena 

sosial-ekonomi yang dialami petani kecil. Kesimpulan yang diperoleh 
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menujukan bahwa pentingnya pendekatan kontekstual, partisipatif, dan 

berbasis nilai-nilai lokal dalam membangun sistem tata kelola zakat yang tidak 

hanya normatif, namun juga relevan untuk dapat dilaksanakan. Rekomendasi 

yang diajukan dalam bab ini mengarah pada transformasi kelembagaan dan 

sinergi multipihak sebagai pondasi keberlanjutan zakat pertanian yang mampu 

memperkuat kemandirian dan keberlanjutan petani mustahik. Dengan 

demikian, bab ini menjadi penutup yang menyoroti kalaborasi antara negara, 

lembaga pengelola zakat, tokoh agama lokal, dan juga komunitas masyarakat 

petani dalam mewujudkan cita-cita pengelolaan zakat dalam UU No. 23 Tahun 

2011. 
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